ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (Field Reseacrh) tentang Tinjauan
Siyasah Syar’iyah Terhadap Implementasi PERDA No.18 Tahun 2001 Tentang Larangan
Miras Di Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai
Bagaimana implementasi PERDA No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di
Pamekasan, dan mengenai Bagaimana tinjauan Siyasah Syar’iyah terhadap implementasi
PERDA No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Pamekasan.

Data penelitian ini diperoleh dari PERDA Kabupaten Pamekasan Madura yang
menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan
wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu
memaparkan atau menjelaskan data-data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan
metode induktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, yaitu tentang implementasi
PERDA No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Pamekasan,, kemudian ditarik
kepada hal-hal yang bersifat umum kaitannya dengan Siyasah Syar’iyah serta ditarik
kesimpulan.

Pengakuan keberhasilan menyatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001
Tentang Larangan Miras di Kabupaten Pamekasan diberlakukan bagi seluruh masyarakat
pamekasan tanpa terkecuali, baik peminum, pengoplos, penjual, penjamu, pengedar,
penimbun, dan penyimpan serta diberi sanksi bagi para pihak yang terlibat. Meskipun
terdapat edaran Mendagri Gunawan Fauzi yang mengusulkan untuk mencabut PERDA
tentang larangan miras tetapi para pihak perda sendiri tidak akan mencabutnya atau
merevisinya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001
Tentang Larangan Miras di Kabupaten Pamekasan diberlakukan bagi seluruh masyarakat
pamekasan tanpa terkecuali. Obyek penelitiannya berupa Miras dan barang-barang yang
haram lainnya yang dapat merusak generasi bangsa. Adapun tinjauan Siyasah Syar’iyah
mengenai Perda tentang larangan miras ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan sesuai denagan ajaran agama Islam yang melarang barang haram
tersebut karena lebih banyak manfaatnya dari pada madaratnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan
antara lain: pertama dalam mengambil keputusan hukum hendaknya mempertimbangkan asas
kemaslahatan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Al- Hadits. Kedua
dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah di Kabupaten Pamekasan hendaknya tetap
memberlakukan dan melarangan miras/khamar karena dapat mengakibatkan hal-hal yang
tidak baik.



